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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU
PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (CHILD TRAFICKING)
(STUDI PUTUSAN NO923/PID.SUS/2023/PNPLG)

AULIYAH NAHYA

Setiap individu yang melakukan tindak pidana perdagangan orang wajib
mempertanggungj awabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pada dasarnya,
pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum tindakan menyimpang yang
dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sanksi pidana penjara dengan masa hukuman paling
sedikit 1 tahun diberikan sebagai bentuk pembinaan, sekaligus memberikan kesempatan
kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Beberapa faktor utama penyebab terjadinya
perdagangan anak di Indonesia meliputi kemiskinan, gaya hidup hajatan, eksploitasi
terhadap anak, dan tingginya permintaan pekerja seks. Untuk menanggulangi
permasalahan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain membentuk
regulasi khusus, mendirikan pusat pelayanan terpadu, membentuk Gugus Tugas
Pemberantasan Perdagangan Orang (PTPPO), serta melibatkan masyarakat dalam upaya
pencegahan dan penanganan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan
dan penanganan, namun peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan .
Rumusan masalah yang dikaji dari penelitian ini ialah Bagaimana tanggung jawab pelaku
perdagangan anak dibawah umur ditinjau dati putusan NO.923/Pid.Sus/PN.PLG dan
Bagaimana Upaya emerintah dalam menanggulangi perdagangan anak di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis data sekunder
dan mengkaji pertanggung jawaban pidana, Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa
perempuan dan anak-anak merupakan kelompok paling rentan menjadi korban tindak
pidana perdagangan orang, tidak hanya untuk eksploitasi seksual tetapi juga kerja paksa
dan perbudakan. Pelaku melakukan berbagai cara untuk mengeksploitasi korban.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan seperti Perpres RAN PPTPPO untuk mencegah
dan menangani perdagangan orang, memperkuat perlindungan korban, penegakan
hukum, serta meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat guna mencegah
terjadinya kasus serupa. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran
masyarakat melalui kampanye serta program pemberdayaan perempuan dan anak di
sektor ekonomi guna mencegah mereka menjadi korban perdagangan manusia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Perdagangan Anak
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ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILD TRAFFICKING
PERPETRATORS (STUDY OF DECISION NO. 923/PI1D.SUS/2023/PNPLG)

AULIYAH NAHYA

Every individual who commits a crime of human trafficking is obliged to be responsible
for their actions before the law. Basically, criminal responsibility is a legal consequence
of deviant actions committed by the perpetrator of the crime. Criminal sanctions in
prison with a minimum sentence of 1 year are given as a form of guidance, while also
providing an opportunity for the perpetrator to improve themselves. Some of the main
factors causing child trafficking in Indonesia include poverty, a festive lifestyle,
exploitation of children, and high demand for sex workers. To overcome this problem, the
government has made various efforts, including forming special requlations, establishing
an integrated service center, forming a Task Force for the Eradication of Human
Trafficking (PTPPO), and involving the community in prevention and handling efforts. The
government has made various prevention and handling efforts, but the active role of all
elements of society is needed. The formulation of the problem studied in this study is
How is the responsibility of perpetrators of child trafficking under the age of review from
the decision NO.923 / Pid.Sus / PN.PLG and How are the government's efforts in
overcoming child trafficking in Indonesia. This study uses a normative approach by
analyzing secondary data and examining criminal liability. The results of the study show
that women and children are the most vulnerable groups to become victims of human
trafficking, not only for sexual exploitation but also forced labor and slavery. The
perpetrators do various ways to exploit the victims. The government has established
policies such as the Presidential Regulation on the National Action Plan for Human
Trafficking to prevent and handle human trafficking, strengthen victim protection, law
enforcement, and increase community awareness and empowerment to prevent similar
cases from occurring. In addition, the government is also trying to increase public
awareness through campaigns and programs to empower women and children in the
economic sector to prevent them from becoming victims of human trafficking.

Keywords: Criminal Responsibility, Child Trafficking.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis, tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang
terus mengalami peningkatan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai
the criminal acts of trafficking in persons, sementara dalam bahasa Belanda
disebut de strafbare feiten van menschenhandel. Istilah ini terdiri dari dua bagian
utama, yaitu:

a. Tindak pidana

b. Perdagangan orang

Dalam konteks hukum, tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan
sanksi disebut sebagai tindak pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.' Perdagangan orang, khususnya di Indonesia, memiliki kaitan erat dengan
martabat manusia. Negara ini telah menetapkan hukum yang bertujuan untuk
melindungi, menegakkan keadilan, dan memenuhi hak asasi manusia. Penting
untuk menjaga kondisi fisik serta sistem sosial dan budaya yang melibatkan
perempuan dan anak. Peran wanita sendiri bervariasi di setiap negara dan

masyarakat di berbagai belahan dunia. ?

! Rodliyah &Salim, Hukum Pidana Khusus. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada ,2017,
Hal 257.

2 Dahris Siregar and others, Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Perdagangan
Perempuan Dan Anak, Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat (2024), Hal 29.(Diakses tanggal
22 Oktober 2024, 15.16 WIB)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak,

yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014, menetapkan dua bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak,
yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum
mencakup hak-hak dasar anak, yang meliputi Hak Beragama yang menjamin
kebebasan setiap anak dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, Hak
Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk mendapatkan
pendidikan dasar serta mengembangkan diri dan kreativitasnya sesuai dengan
prinsip pancasila, Hak Kesehatan yang mengharuskan tersedianya fasilitas
Kesehatan bagi anak, dan Hak Sosial yang memungkinkan anak untuk
mengekspresikan dirinya secara bebas.Selain itu, perlindungan umum juga
berlandaskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi
Manusia, yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan
dari kejahatan seksual serta tindak kriminal lainnya. *

Kepedulian dan penghargaan terhadap upaya perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM) bukanlah satu-satunya aspek yang penting. Lebih dari itu, sikap
positif terhadap perlindungan HAM mencerminkan kesadaran bahwa
perlindungan tersebut perlu terus ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.
Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai pihak juga diperlukan untuk
memperkuat upaya perlindungan HAM. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD

1945, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha

¥ Mardi Candra, Fahadil Amin, Ghifar Afghany, Perlindungan Hukum Terhadap
Hak- Hak Anak dalam putusan Pengadilan Jakarta, PT. Kencana 2023. Hal 14-15.



Esa kepada setiap individu sejak lahir. Oleh karena itu, sebagai negara yang
berlandaskan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakui dan

melindungi hak asasi manusia. *

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak di
Indonesia antara lain adalah kemiskinan, terbatasnya akses serta kesempatan
kerja, kekerasan dalam rumah tangga, ketergantungan anak pada orang tua
dengan kondisi ekonomi lemah, konflik sosial dan perang, serta kurangnya
penegakan hukum. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang turut

berkontribusi, yaitu:

1. Kemiskinan ialah yang menjadi faktor utama dalam mendorong terjadinya
praktik prostitusi

2. Gaya Hidup Hajatan ialah di mana meskipun masyarakat secara umum

hidup dalam keterbatasan ekonomi, tradisi hajatan tetap dilakukan
dengan menghadirkan hiburan, kecuali bagi sebagian kecil masyarakat

yang sangat miskin

3. Eksploitasi terhadap Anak, di mana masih banyak orang tua yang
membatasi peran anak perempuan hanya dalam lingkup domestik,
Mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak diperlukan bagi
anak perempuan karena adanya pandangan tradisional bahwa

"Perempuan hanya akan kembali ke dapur, sumur, dan kasur."

* Serlika & Yonani, Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta, PT. Mitra Wacana
Media, 2020, Hal 128.



Akibatnya, angka putus sekolah meningkat, dan banyak anak
perempuan yang akhirnya terpaksa bekerja sebagai pelayan kafe atau
diskotik, pekerja seks, asisten rumah tangga, atau tenaga kerja lainnya

4. Permintaan akan Pekerja Seks, di mana tingginya permintaan terhadap

pekerja seks mendorong keberadaan calo dan germo yang terlibat
dalam jaringan perdagangan anak dengan menyediakan calon pekerja

seks untuk memenuhi permintaan tersebut.’

Menyadari seriusnya permasalahan perdagangan manusia dan

eksploitasi

anak,pemerintah telah mengambil berbagai langkah, di antaranya ialah
Merancang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berfokus pada
Perdagangan Anak, Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
yang juga mengatur upaya pemberantasan tindak perdagangan manusia,
Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai sarana penanganan kasus
perdagangan manusia, Mendirikan Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan
Orang (PTPPO) yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat,
Menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 vyang berisi panduan untuk

5 Akbar, M Taqyuddin.2012. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak
Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :Jurnal
Ilmu Hukum, 2012<core.ac.uk Hal.71-72 (Diakses tanggal 22 Oktober 2024, 14.27 WIB)



pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan

melibatkan partisipasi masyarakat serta komunitas.®

Salah satu kasus yang akan saya ambil yaitu kasus yang terjadi di Kota

Palembang dengan No. Putusan 923/Pid.Sus/2023/PNPLG.

Kronologi kejadian : Bahwa terdakwa Seri Murti Agustina alias Ecek

binti Nurman pada hari Jumat 16Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau ‘setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di jalan Veteran
llir Kecamatan llir Timur dua kota Palembang provinsi Sumatera Selatan
tepatnya di Hotel All Nite and Day atau setidak tidaknya di suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang
menggunakan memanfaakan korban tindak pidana perdagangan orang dengam
cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban
tindak pidana perdagangan orang , memperkerjakan orang, mempekerjakan
korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi
atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang
terhadap anak umur 16 tahun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut : Berawal pada 31 Januari 2022 anak Alika Utami
(16 tahun ) binti Amran berkenalan dengan terdakwa Seri Murti Agustina alias
Ecek binti Nurman dikenalkan oleh Dwiki (DPO) yang mana terdapat

merupakan anak asuh dari Dwiki yang merupakan seorang mucikari kemudian

® Davit Setyawan, Temuan Dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak Di
Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak, Komisi Perlindungan
Anak Indonesia, 2014. (Diakses tanggal 22 Oktober 2024, 15.24 WIB)



anak Alika umur 16 tahun dan terdakwa tinggal di tempat kosan sama di kos
hero kamar nomor 213 dan 104. Selanjutnya pada hari Jumat, 16 Juni 2023
sekira pukul 07.00 Wib menerima pesan melalui Instagram dari M Afrizal als
Gunok (informan) untuk memesan dan dijadikan wanita malam lalu terdakwa
menawarkan anak Alika dan mengirimkan foto anak Alika kepada Rizal als
Gunok (Informan) dengan harga vyang ditawarkan terdakwa sebesar
Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Perhot time atau sekali main
dan sepakat untuk bertemu di Hotel All Night and Day Palembang. Kemudian
terdakwa menghubungi anak Alika bahwa ada yang meminta untuk ditemani
dengan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000 dan terdakwa meminta uang
jasa kepada anak Alika sebesar 30% atau sebesar Rp300.000 lalu Alika dan
terdakwa sepakat. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Rizal alias Gunok
menghubungi terdakwa bahwa akan menjemput terdakwa dan anak Alika di
Kost Hero Jalan Pertiwil kecamatan IB 1 satu kota Palembang. Kemudian sekira
pukul 14.00 WIB terdakwa ,anak Alika saksi Danu , dan saksi Ari ke Hotel All
Night and Day untuk menemani terdakwa lalu sekira pukul 14.45 WIB terdakwa
anak Alika & M. Afrizal ke dalam kamar nomor : 309 Hotel All Night and Day
yang mana terdakwa menyerahkan anak Alika dan terdakwa mengambil uang
sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dari M. Afrizal
rencananya uang tersebut akan terdapat serahkan kepada anak Alika sebesar
Rp700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp1.100.000 ( satu

juta serratus ribu rupiah ) untuk terdakwa namun sekira pukul 15.00 WIB saat



terdakwa menunggu anak Alika di lobby Hotel All Night and Day dan terdakwa
langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
Perbuatan terdakwa sebagaimmana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12
Jo Pasal 17 UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana,
maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan,
pasal 2 ayat (1) juncto pasal 17 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

Hal inilah yang menarik dan melatar belakangi penulis untuk melakukan
penetian. Berdasarkan latar belakang tersebutlah penulis akan membahas nya
dalam bentuk skripsi dengan judul ‘Tanggung Jawab Pidana Pelaku
Perdagangan Anak Dibawah Umur (Child Traficking) (Studi Putusan

no.923/Pid.Sus/2023/PN PLG.’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan
Anak Dalam Perspektif Putusan No. 923/Pid.Sus/2023/PN.PLG?

2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi  Kasus



Perdagangan Anak?
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis serta identifikasi faktor yang

menyebabkan peningkatan kasus perdagangan manusia, khususnya perdagangan
anak di Kota Palembang. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kajian
hukum pidana terkait pertanggung jawaban pidana bagi pelaku perdagangan
anak di bawah umur menurut sistem hukum di Indonesia, baik dari perspektif

praktis maupun teoritis.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Bagi Penulis:
a. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur
yang menjadi korban perdagangan manusia.
b. Menganalisis serta mengkaji ketentuan hukum dan sanksi yang
dikenakan terhadap pelaku perdagangan anak di bawah umur.

2. Adapun Manfaat Penelitian bagi Penulis :
a. Manfaat Teoritis ialah Penelitian ini diharapkan dapat memperluas
wawasan mengenai perdagangan anak di bawah umur serta menjadi
referensi dalam bidang hukum bagi pembaca.
b. Manfaat Praktis ialah Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran, baik bagi penulis maupun masyarakat

umum,mengenai bahaya perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini



diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait
praktik perdagangan manusia dan konsekuensi hukumnya.
E. Kerangka Konseptual
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan

beberapa

kerangka konseptual untuk menjelaskan istilah-istilah terkait :

1. Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai kewajiban untuk
bertindak atau berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
tanpa menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya,
setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan harus
menanggung konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya.’

2. Perdagangan manusia (human trafficking) adalah kejahatan vyang
mencederai martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan
dan penanganan terhadap praktik ini harus dilakukan secara serius,
meskipun bukan merupakan tugas yang mudah. Diperlukan kerja sama
yang erat antara pemerintah, aparat kepolisian, serta masyarakat untuk
mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia secara efektif.?

3. Perdagangan Anak di Bawah Umur (Child Trafficking) merujuk pada

praktik perdagangan anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan tujuan

" Hendry John Piris, ‘Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah’, Jurnal SASI, 20 (2014).
Hal.06 (Diakses tanggal 24 Oktober 2024, 10.24 WIB )

® Seli Susiana, Dinar Wahyuni, Dina Martiany, Faridah Alawiyah, A.Muchamadam
Fahmam, Perdagangan Orang;Pencegahan,Penanganan,Perlindungan Korban, Jakarta Pusat ,
2015, Hal .10.
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untuk dieksploitasi secara kriminal. Bentuk eksploitasi yang dapat terjadi

antara lain pemaksaan kerja, perbudakan, prostitusi, serta pencurian atau

pengambilan organ tubuh. °

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Nama Tujuan Jenis Teknik Manfaat
Penelitian Penelitia | Penelitian Penelitian
n
1. Ahmad Syarif | Untuk Normatif | Anlisis isi yaitu | Diketahuinya
Hidayatullah (Tindak | mengetahui mendeskripsika | substansi
Pidana Perdagangan | hukum n dan | perbedaan dan
Anak) (Perspektif Hukum | positif di menganalisa persamaan
Positif dan Hukum Islam) | Indonesia. materi isi dan | tindak pidana
keabsahan data | dengan  anak
yang ditemukan. | perspektif
positif dan
hukum islam.
2. Bertha Velonja (| Untuk Yuridis Studi Lapangan | Bermanfaat
Perbandingan mengetahui | empiris dan Studi | bagi rekan
perlindungan hukum | dan Kepustakaan mahasiswa
terhadap anak yang | menganalisis praktikum
menjadi korban tindak | perlindunga terutama bafi
pidana perdagangan | n hukum para hakim
orang di kota | terhadap pemerintah
Palembang) anak sebagai serta
korban dan massyarakat
perdaganga dalam kasus
n di Kota perlindungan
Palembang. hukum

terhadap anak
korban dari
tindak pidana
perdagangan
orang dan
mendapatkan
keadilan sebaik
baiknya.

% “Fototropisme - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas’. (Diakses tanggal 24

Oktober 2024, 09.10 WIB)
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Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada Tindak Pidana
perdagangan anak dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum islam.
Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berfokus pada
Tanggung jawab pidana pelaku perdagangan anak yang ada di Indonesia.
Penelitian ini dapat mengisi kekosongan yang ada dengan memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya perdagangan anak yang
telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus perdagangan anak.
Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu menjelaskan tantangan serta
peluang yang muncul dalam penerapan KUHP dalam konteks hukum vyang

berlaku.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yang

berfokus

pada analisis data sekunder serta mengkaji pertanggungjawaban pelaku
perdagangan anak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Sumber Data
Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa
sumber, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang bersumber dari Undang-Undang



12

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang serta peraturan perundang-undangan lain yang
relevan dalam sistem hukum Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang berisi analisis serta penjelasan terhadap
bahan hukum primer, diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal,
tafsir hukum, internet, dan sumber akademik lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang mendukung pemahaman
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan
Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode pengumpuan data

Studi Pustaka dengan mencari teori, serta menganalisis dokumen, artikel, jurnal
ilmiah, Putusan (No. 923/Pid.Sus/2023/PN.PLG) dan beberapa makalah yang
berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis tersebut

didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang
tertulis. Analisis Data ialah normatif dengan cara mendeskripsikan dan
menganalisis data perundang- undangan dengan cara mempelajari norma serta

kaidah KUHP dan sumber lainnya.
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H. Sistematika Penulisan
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dibahas hal — hal mengenai latar belakang masalah,

rumusan

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual,
review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika

penelitian.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Umum tanggung jawab pidana,
Tinjauan Umum mengenai Perdagangan Anak Dibawah Umur, Faktor — Faktor

terjadinya perdagangan anak dibawah umur.

BAB Il PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan membahas Tanggung jawab pidana pelaku

perdagangan anak dibawah umur jika ditinjau dari putusan
(n0.923/Pid.Sus/PN.PLG), dan membahas Upaya Pemerintah dalam

menanggulangi Perdagangan Anak dibawah umur.

BAB IV PENUTUPAN

Pada bab ini dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran terhadap

penelitian

yang dilakukan.
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